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A. Latar Belakang 

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat 

umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, 

melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.1 

KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk 

mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan 

berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 

mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi tercapainya pelayanan 

publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk 

membentuk lembaga baru.  

Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di 

Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai 

salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda 

terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, 

kedudukan lembaga negara Penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara 

Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. 

Secara historis KPK lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif. Komisi 

Pemberantasan Korupsi,atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang 

dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di 

Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasari atas 

ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan 
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korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada The Independent Comission Against 

Corruption (ICAC) yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK 

merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Berdasarkan amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan 

yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan 

dan penuntutan perkara, khususnya perkara korupsi. KPK tidak sepenuhnya bersifat ad 

hoc, karena menurut United Nations Convention Against Corruption (Pasal 6) yang 

sudah diratifikasi Indonesia, ada yang bersifat permanen dan ada bersifat sementara. 

Kewenangan KPK yang bersifat permanen adalah kewenangan untuk mencegah 

korupsi sedangkan kewenangan KPK yang bersifat sementara ialah tindakan yang 

represif, seperti penyidikan dan terutama penuntutan. 

Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk 

memerangi korupsi sekaligus untuk menjawab tantangan ketidak berdayaan sistem 

peradilan pidana di Indonesia. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU. Nomor 30 

tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 

2003. 

B. Pembahasan 

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah 

korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok 

yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik 

korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja 

bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik,sosial budaya, maupun keamanan.2 

.DWD� NRUXSVL� EHUDVDO� GDUL� EDKDVD� ODWLQ� ³FRUXSWLR´� DWDX� ³corrutus �́� VHODQMXWQ\D�

disebutkan bahwa coruptio itu berasal dari kata corrumpere suatu kata latin yang lebih 

tua. Menurut bahasa eropa seperti Inggris, istilah korupsi adalah : corruption, corrup. 

Perancis : corruption. Dan dalam bahasa Belanda : corruptie. Dalam bahasa Indonesia 

arti dari kata korupsi itu ialah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 

bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. 
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Arti dari korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa 

Indonesia itu telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum bahsa 

Indonesia bahwa korupsi adalah3 : 

³3HUEXDWDQ� \DQJ� EXUXN� VHSHUWL� SHQJJHODSDQ� XDQJ�� SHQHULPDDQ� XDQJ� VRJRN�� GDQ�

sebagainya, lalu dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua 1995 mengartikan korupsi sebagai 

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk 

keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara epistemologis kata korupsi berarti 

kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar menjadi penyelewengan, 

busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, 

kewibawaan, dan wewenang jabatan menyimpang dari tujuaQ� \DQJ� VHPXOD� GLPDNVXG �́ 

 

Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan Kepolisian dan 

Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas. Dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tersebut dimungkinkan 

ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana 

korupsi. Ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang 

diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. 

KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK.  Wewenang Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tugas dan 

wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam Bab II UU No 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-14, mencakup wilayah yang 

sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :  

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (TPK). 

b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (TPK).  

c. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak 

Pidana Korupsi (TPK).  

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK).  

e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negara.  

                                                                 

3 Djoko Prakoso dan Ali Suryati, Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi cetakan I tahun 1971, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 8. 



Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi 

kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana 

korupsi yang : 

1. Melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada 

kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum 

dan penyelengara negara; 

2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau 

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur 

birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan 

yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi 

korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, 

KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan 

terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 

pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau 

kejaksaan apabila : 

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti; 

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda 

tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan; 

3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang 

sesungguhnya; 

4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 

5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari 

eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau 

6. Keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan 

tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang 

tidak dimiliki instititusi lain yaitu: 

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 



2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian 

keluar negeri; 

3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan 

keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 

4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir 

rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain 

yang terkait; 

5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi 

terkait; 

6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan 

perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang 

dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti 

awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang 

diperiksa; 

7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk 

melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri; 

8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana 

korupsi yang sedang ditangani. 

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

KPK adalah lembaga  negara  bantu  yang  dibentuk  pada  era  reformasi  di  

Indonesia. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang 

dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat 

terbatas.  Hal ini disebabkan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan 

perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara jelas sudah 

memberikan kewenangan kepada KPK yang sangat kuat dan besar untuk melakukan 

pemberantasan korupsi secara sistemik dan menjadikan KPK sebagai tongggak 

utama dalam pemberantasan korupsi. 

 

2. Saran 

a. Perlu adanya aturan terkait kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik 

sendiri.  



b. KPK haruslah dimaknai sebagai lembaga permanen, bukan lembaga ad-hoc 

karena faktanya korupsi terus menjadi permasalahan yang sangat besar di 

Indonesia dan kebutuhan akan adanya lembaga independen seperti KPK akan 

selalu ada. 

c. Perlunya membangun KPK perwakilan di daerah. 
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